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ABSTRAK 

Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 merupakan peraturan hukum 

pidana diluar KUHP yang mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang 

menimbulkan keonaran. Produk hukum yang dirumuskan untuk mencegah 

demonstrasi dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas nasional pasca 

kemerdekan ini nyatanya masih eksis diterapkan setelah 76 tahun Indonesia 

merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum 

pidana terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan 

keonaran baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang berikut penerapan 

hukumnya dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif 

digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan pendekatan undang-undang 

dan pendekatan kasus untuk memecahkan permasalahan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan formulasi terhadap tindak pidana tersebut 

dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946, sedangkan 

dimasa mendatang dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP. 

Adapun penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukan urgensi reformulasi 

hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut. 
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